





A.  Latar Belakang 
Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur sehingga dapat memajukan kesejahteraan 
umum. Hal tersebut telah diamanatkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Negara 
Indonesia yaitu “Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial.”1  
Dalam mewujudkan kesejahteraan umum diperlukan peran Negara 
bersama masyarakat dalam melakukan akselerasi perekonomian nasional. 
Indonesia saat ini merupakan Negara yang sedang berkembang dan terus 
melakukan pembangunan dibidang perekonomian. Dengan semakin pesatnya 
perkembangan zaman, kegiatan perekonomian tidak hanya dilakukan secara 
tradisonal. Munculnya korporasi sebagai pelaku utama perekonomian di Indonesia 
menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pertumbuhan dan percepatan 
pembangunan nasional. Korporasi di Indonesia secara formal ditandai ciri sebagai 
badan hukum dengan nama Perseroan Terbatas yang merupakan sepadan dengan 
NV (Naamloze Venootschap).2  
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Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini korporasi 
memiliki peran yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan masyarakat. 
Segala kebutuhan masyarakat dari lahir sampai mati telah disediakan oleh 
korporasi sehingga korporasi memiliki sebuah kekuasaan yang besar dan dapat 
mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas Korporasi dalam menjaga 
eksistensinya dalam menjalankan kegiatannya suatu korporasi membutuhkan 
modal untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.3 
Pada zaman globalisasi saat ini, banyak dari korporasi yang mulai 
memasuki dunia pasar modal untuk memperoleh modal tambahan dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan dari segi ekonomi, biaya 
penjualan saham di pasar modal lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga 
perbankan, baik perbankan dalam negeri maupun luar negeri sehingga modal dari 
penjualan saham ini dapat dipakai untuk membiayai proses produksi barang dan 
jasa.4 Dalam  pasar  modal  yang  diperjualbelikan  adalah  modal  atau  dana.5  
Dengan adanya pasar modal membantu para pelaku usaha yang dalam hal 
ini adalah korporasi untuk lebih mudah mendapatkan sumber pendanaan modal, 
namun disisi lain pasar modal juga menjadi sarana pelaku kejahatan untuk 
melakukan tindak pidana atau kejahatan di pasar modal khususnya adalah 
kejahatan insider trading. Insider trading atau perdagangan informasi orang 
dalam ini merupakan salah satu kejahatan dibidang pasar modal, dimana 
                                                             
3 Bismar Nasution, 2001, Hukum Pasar Modal Dalam Perdagangan Saham, Diktat 
Kuliah Hukum Pasar Modal 2. Jakarta Program Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum 
Universitas Pancasila. Hlm. 30 
4 Anonim. Pengawasan Untuk Mencegah Insider Trading diakses dari 
www.library.ohiou.edu pada tanggal 23 November 2019 pukul 10.32 WIB. 
5 Najib A.Gisymar, 2013, Insider Trading dalam Transaksi Efek Revisi III, Bandung: 




kejahatan ini dilakukan oleh pihak yang tergolong sebagai “orang dalam” 
(insider) dengan mempergunakan informasi perusahaan yang belum 
dipublikasikan (non public information) yang informasi tersebut merupakan 
informasi material yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan harga efek 
pada bursa efek.6 Informasi tersebut digunakan pelaku insider trading untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk keuntungan korporasi dengan 
melakukan penjualan atau pembelian informasi keuangan atau corporate action 
yang sifatnya material.7 Sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku 
usaha di bidang Pasar Modal.  
Batasan pengertian dari “informasi orang dalam” menurut Undang-
Undang Pasar Modal adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam 
yang belum tersedia untuk umum.8 Sedangkan dimaksudkan dengan informasi 
material atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan 
mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek 
pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang 
berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.9  
                                                             
6 Indra Safitri, Bahan Dan Pelatihan Pendidikan Konsutan Hukum Pasar Modal-
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Sehingga perbuatan kejahatan insider trading harus memenuhi unsur unsur 
berikut ini:10 
1. Adanya orang dalam (insider) 
2. Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum 
disclousure (unplubished inside information) 
3. Orang dalam yang melakukan transaksi dengan menggunakan informasi 
material yang belum tersedia untuk umum tersebut (insider trading) 
Kejahatan insider trading merupakan kejahatan yang terdapat didalam 
pasar modal yang melibatkan orang dalam dengan menggunakan informasi 
material/ informasi orang dalam untuk dijadikan objek dalam kejahatan insider 
trading tersebut. Yang dimaksud informasi orang dalam ini adalah merujuk dalam 
Pasal 1 angka 7 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa 
informasi material merupakan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai  
peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga  Efek  pada  Bursa 
Efek  dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang 
berkepentingan atas  informasi atau fakta tersebut.11 
Kejahatan insider trading bukan hanya dilakukan oleh naturlijk persoon 
tetapi juga oleh korporasi sebagai recht persoon yang ikut dalam kejahatan insider 
trading. Kejahatan insider trading telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal. Namun permasalahan muncul ketika terjadi beberapa kasus 
kejahatan insider trading yang melibatkan korporasi. Korporasi tidak dapat  
dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pengurusnya  melakukan kejahatan 
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insider trading untuk dan atas nama korporasi karena dalam UU No. 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal tidak mengatur secara jelas atau terjadi kekosongan 
norma (vacuum of law)  mengenai pertanggungjawaban korporasi yang berkaitan 
dengan kejahatan insider trading. Untuk melihat kekosongan hukum (vacuum of 
law) mengenai pertanggungjawaban korporasi yang berkaitan dengan kejahatan 
insider trading dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut perlu 
diperbandingkan terlebih dahulu dengan Undang Undang lain yang mengatur 
tentang pertanggungjawaban pidana korporasi untuk melihat syarat korporasi 
dapat dikenai pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu UU No.32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup adalah orang 
perseorangan dan badan usaha. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 angka 32 
UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
menyatakan bahwa, “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Korporasi 
dapat dijatuhkan sanksi pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan 
oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 116 
ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:12 
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“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas 
nama  badan  usaha,  tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana  dijatuhkan 
kepada: 
a) badan usaha; dan/atau  
b)  orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana 
tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam 
tindak pidana tersebut.” 
Dan dalam Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menganut teori strict liability, yaitu dalam 
pertanggungjawaban pidana nya meniadakan unsur kesalahan . Pasal 88 UU 
No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
menyatakan bahwa:13 
“Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya 
menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  
dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup 
bertanggung jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu  
pembuktian  unsur kesalahan” 
Selanjutnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subjek hukum dari tindak 
pidana korupsi dijelaskan dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa yang dimaksud 
setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. 
Pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur secara jelas dalam Pasal 20 
ayat (1) yang menyatakan bahwa korporasi dan atau pengurusnya dapat dikenai 
sanksi pidana apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh atau atau atas 
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nama korporasi dan diperjelas kembali dalam Pasal 20 ayat (2) menyatakan 
bahwa:14 
”Tindak pidana korupsi  dilakukan  oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana  
tersebut  dilakukan  oieh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja 
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri maupun bersama-sama” 
Pasal 20 ayat (2) menjelaskan salah satu syarat korporasi dikatakan 
melakukan tindak pindana korupsi apabila terdapat hubungan kerja atau hubungan 
lain untuk bertindak dalam lingkungan korporasi baik secara individu maupun 
secara kolektif. Dan perwakilan pengurus korporasi dalam melakukan 
pertanggungjawaban . 
Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung  No. 13 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi  menjelaskan 
bahwa:15 
”Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan  
oleh  orang  berdasarkan  hubungan  kerja,  atau berdasarkan  hubungan  
lain,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama  yang  bertindak  untuk  
dan  atas  nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan 
Korporasi.” 
 
Sehingga secara garis besar pengaturan tentang kejahatan korporasi 
menyatakan bahwa syarat bagi korporasi untuk dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana korporasi harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi atau dilakukan oleh pengurus 
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korporasi untuk dan atas nama korporasi demi kepentingan dan keuntungan 
korporasi. 
 Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah 
mengklasifikasikan beberapa perbuatan sebagai tindak pidana di bidang pasar 
modal. Dalam Pasal 104 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang 
menyatakan bahwa:16  
“Setiap  Pihak  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  
dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 
97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah).” 
Khusus dalam kejahatan insider trading diatur dalam Pasal 95, Pasal 96, 
Pasal 97 dan Pasal 98 telah dirumuskan menjadi perbuatan pidana. Dilihat dari 
pelakunya, kejahatan insider trading dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai 
informasi orang dalam. 
2. Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam. 
Kejahatan insider trading yang dilakukan oleh “Setiap Pihak” diatur 
dalam Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan bahwa:17 
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 “Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam 
dari orang dalam secara  melawan hukum dan kemudian memperolehnya 
dikenakan larangan yang sama  dengan larangan yang berlaku bagi orang 
dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.” 
Meskipun dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menggunakan 
frasa “setiap pihak” dan berbeda dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang menggunakan frasa “setiap orang” namun memiliki 
persamaan dalam definisinya yang terdapat dalam  Pasal 1 Angka 23 UU No. 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menjelaskan bahwa: “Pihak adalah  orang  
perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau  kelompok yang 
terorganisasi.” Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa subjek yang diatur 
bukan hanya individu saja tetapi juga suatu korporasi yang melakukan kejahatan 
insider trading dimungkinkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 
97 ayat (1) menyatakan setiap pihak, artinya adalah orang  perseorangan, 
perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau  kelompok yang terorganisasi yang 
berasal dari dalam maupun luar korporasi dilarang untuk melakukan larangan 
yang sama yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 
Dalam Pasal 95 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan 
bahwa :18  
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Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai 
informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas 
Efek  : 
a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau 
b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau 
Perusahaan Publik yang bersangkutan.” 
Dan dalam Pasal 96 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan 
bahwa: 
“Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang  : 
a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan 
atas Efek dimaksud;atau 
b. memberi  informasi  orang  dalam  kepada  Pihak  mana  pun  yang  
patut  diduganya  dapat   menggunakan informasi dimaksud untuk 
melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.” 
Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1) merupakan tindak pidana formil yang 
artinya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Rumusan 
pasal tersebut hanya mengatur tentang:  
1. Korporasi yang berusaha memperoleh infomasi orang dalam dari 
orang dalam 
2. Orang perseorangan yang berusaha memperoleh infomasi orang dalam 
dari orang dalam 
3. Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai 
informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau 




Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dapat dimungkinkan 
untuk melakukan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila yang melakukan 
kejahatan insider trading adalah korporasi secara langsung sesuai dengan Pasal 97 
ayat (1)  yang mengatur subjek hukum nya adalah “setiap pihak” yang dapat 
dimaknai korporasi melakukan kejahatan insider trading. Namun UU No. 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak memberikan regulasi yang jelas terhadap 
pelaku insider trading yang berasal dari orang dalam korporasi  yang melakukan 
kejahatan insider trading untuk keuntungan dan kepentingan korporasi. Sehingga 
dalam pertanggungjawaban pidana nya pelaku hanya dapat dipidana karena 
melanggar ketentuan Pasal 95 jo Pasal 96 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal dan tidak dapat dipidana menggunakan teori pertanggungjawaban pidana 
korporasi yang memberikan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. 
Meskipun dengan perbuatan pelaku tersebut korporasi baik secara langsung 
maupun tidak langsung diuntungkan. Korporasi tidak dapat pertanggungjawaban 
pidana karena dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terjadi 
kekosongan hukum (legal vacuum) yang tidak mengatur bagi pelaku yang 
melakukan kejahatan insider trading untuk keuntungan korporasi. Sehingga 
memberikan celah bagi korporasi untuk ingkar dan lepas dari 
pertanggungjawaban pidana korporasi. 
Seperti dalam kasus pelepasan sahamnya di PT Indosat Tbk, berbuntut 
pada dugaan terjadinya insider trading pada transaksi tersebut. Dugaan yang 
dilontarkan oleh Meneg BUMN, Laksamana Sukardi itu, disambut oleh Bapepam 




pada saat divestasi dilakukan.19 Bapepam menemukan beberapa fakta relevan 
yang tidak bisa diabaikan. Fakta-fakta tersebut adalah adanya keikutsertaan pihak 
Merril Lynch (ML) dalam beberapa pertemuan dan pembicaraan berkaitan 
dengan corporate action Indosat berupa penambahan modal sebagaimana telah 
disetujui oleh RUPSLB pada 14 Desember 1998. Rencana corporate 
action tersebut sampai saat ini belum direalisasikan dan direncanakan akan 
dilaksanakan dengan melakukan right issue.  
Bapepam juga menemukan adanya hubungan antara PT Mandiri Sekuritas 
(CC) dengan pihak Merril Lynch. Merril Lynch (ML) merupakan orang yang 
memiliki kedudukan sebagai penasehat keuangan Indosat dalam corporate action 
yang artinya ML sebagai orang dalam dari PT Indosat Tbk. Dalam temuan 
Bapeppam CC juga menyatakan bahwa memang benar CC meminta bantuan ML 
secara lisan bagi kepentingan kedudukannya sebagai penasehat keuangan Indosat 
dalam corporate action Indosat untuk memberikan informasi material kepada CC. 
Selain itu, ditemukan pula fakta adanya analisa dari pihak ML berkaitan 
dengan waktu pelaksanaan divestasi dan corporate action Indosat yang dapat 
dilakukan secara bersamaan atau terpisah tersebut dapat berpengaruh terhadap 
harga saham Indosat. Pihak ML juga mengetahui bahwa Indosat memutuskan 
untuk memisahkan waktu pelaksanaan divestasi dan corporate action satu hari 
sebelum divestasi dilakukan.  
Sehingga dalam kasus tersebut PT Mandiri Sekuritas (CC) diuntungkan 
dengan kejahatan insider trading yang dilakukan oleh pengurus CC yang bersama 
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sama melakukan perbuatan insider trading dengan ML. Namun dalam penegakan 
hukumnya meskipun PT Mandiri Sekuritas diuntungkan karena kejahatan Merril 
Lycnh,  PT Mandiri Sekuritas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
karena dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak memberikan 
regulasi terhadap model pertanggungjawaban pidana bagi korporasi apabila 
kejahatan insider trading dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi. 
Penegakan hukum kasus insider trading yang terjadi selama ini hanyalah 
sampai pada penjatuhan sanksi administratif dan belum ada satupun kasus insider 
trading yang sampai masuk ke ranah pengadilan dan memiliki kekuatan hukum 
tetap. Kendala yang dihadapi oleh Bapepam-LK dalam upaya penegakan hukum 
insider trading tidak terlepas dari lemahnya pengaturan hukum insider trading 
yang memberikan celah hukum bagi pelaku insider trading dan sulitnya 
pembuktian insider trading karena kejahatan insider trading merupakan kejahatan 
yang  bersifat wireless dan paperless serta modus operandi kasus insider trading 
yang cukup kompleks. 
Terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan tindak pidana insider 
trading di pasar modal dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang 
tidak menerapkan teori pertanggungjawaban korporasi dengan utuh seperti dalam 
UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pengaturan 
menggunakan penerapan teori pertanggungjawaban korporasi dapat diterapkan 
dengan baik dan sebagaiamana mestinya, maka akan memberikan keadilan, 




korporasi untuk melakukan pertanggungjawaban pidana dan menimbulkan efek 
jera bagi korporasi. 
Terdapat beberapa karya ilmiah yang mempunyai pokok bahasan yang sama 
dengan hal yang diangkat oleh penulis, hal ini dapat diketahui dari tabel berikut: 
Tabel 1. 
Penelitian sebelumnya terkait insider trading di pasar modal 
No Tahun  Identitas Penulis Judul Rumusan Masalah    Perbedaan 
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Peneliti ingin mengkaji tentang 
pengaturan terhadap perbuatan 
insider trading. Peran Bapepam 
dalam menentukan perbuatan 
tersebut merupakan kejahatan 
insider trading atau tidak. 
Membahas tentang keseluruhan 
jenis perbuatan yang tergolong 
insider trading  
Perbedaanya dengan 
penelitian yang ditulis pada 




undang pasar modal yang 
pelaku kejahatan insider 
trading  




orang dalam (insider 
trading) dalam 
transaksi efek 
menurut UU No. 8 
tahun 1995 tentang 
pasar modal 
1. Bagaimanakah  
kriteria  








2. Bagaimanakah  
proses  
pemeriksaan  
terhadap  dugaan  






Pada penelitian ini dibahas 
tentang kriteria perbuatan insider 
trading dan proses pemeriksaan 
dugaan insider trading 




korporasi yang melakukan 




Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM 
KEJAHATAN INSIDER TRADING DI PASAR MODAL 
B.  Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 
kejahatan insider trading di pasar modal? 
2. Apa implikasi hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi 
atas kejahatan insider trading di pasar modal yang dilakukan oleh 
pengurus korporasi?  
C.  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban 
pidana korporasi dalam kejahatan insider trading di pasar modal. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dalam 
pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan insider trading di 
pasar modal yang dilakukan oleh pengurus korporasi . 
D. Kegunaan Penelitian 
Penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara 
praktis sebagai berikut: 
Penulisan terkait pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang 
melakukan insider trading menurut ketentuan undang-undang pasar 
modal merupakan sumbangan pemikuran guna memperkaya 




E. Manfaaat Penelitian 
a. Bagi Penulis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan acuan dalam 
bidang ilmu hukum untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 
studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus dapat diterapkan dalam 
dunia nyata terkait dengan pengetahuan baru yang didapatkan dari 
penelitian dan sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan 
dalam bidang ilmu hukum S-1 di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
b. Bagi Masyarakat 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang konkrit 
bagi seluruh masyarakat khususnya mengenai implikasi hukum dalam 
pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan insider trading di 
pasar modal yang dilakukan oleh pengurus korporasi.  
c. Bagi Mahasiswa 
  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan baru 
 bagi para mahasiswa mengenai objek yang diangkat. Sehingga mahasiswa, 
 yang lebih khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat berperan aktif 
 dalam penegakan hukum. 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis 




perundang-undangan dipergunakan karena menurut penulis peraturan 
perundang-undangan merupakan titik fokus utama dari suatu penelitian 
yuridis normatif. Sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisa atau 
menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum20 
yang  terkait dengan implikasi hukum dalam pertanggungjawaban pidana 
korporasi atas kejahatan insider trading di pasar modal yang dilakukan 
oleh pengurus korporasi . 
2. Jenis Bahan Hukum 
Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis 
yaitu: 
1) Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum positif di 
Indonesia yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari 
Undang-undang dan peraturan tidak tertulis yang diwujudkan dalam 
hukum adat. Adapun peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum 
primer di penelitian ini adalah: 
Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 104  Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608. 
2) Bahan Hukum Sekunder 





Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-
buku, dokumen, makalah, jurnal, risalah dan artikel-artikel dari 
media cetak maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan 
yang dikaji.  
3) Bahan hukum Tersier 
Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan Ensiklopedia 
hukum. 
3. Teknik Pengumpulan  Bahan Hukum 
Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum 
primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 
penelusuran studi kepustakaan (library research) yang berkaitan 
dengan kekosongan norma mengenai mengenai regulasi yang 
mengatur tentang kejahatan insider trading di pasar modal. Bahan 
hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur (literature 
study) dan studi dokumen (document study) di Perpustakaan Pusat 
Universitas Muhammadiyah Malang serta koleksi pribadi penulis serta 
dengan cara mengunduh berbagai artikel di internet yang berkaitan 
dengan topik yang hendak dibahas. 
Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari 
dan mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. 
Selanjutnya hasilnya dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil 
kesimpulannya sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis 




4. Analisis Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis. Metode 
interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada 
hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan 
yang saling bergantung.21 Metode interpretasi sistematis digunakan 
untuk melihat perundang-undangan lain yang mengatur mengenai 
implikasi hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas 
kejahatan insider trading di pasar modal yang dilakukan oleh pengurus 
korporasi. 
G. Sistematika Penulisan 
Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab. Adapun sistematika yang   
dimaksud adalah sebagai berikut. 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini menguaraikan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, 
rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Merupakan bab yang memuat urai mendalam tentang teori-teori 
pertanggungjawaban pidana korporasi yang mendasari penulisan dan 
pembahasan yang berkaitan dengan implikasi hukum dalam 
                                                             




pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan insider trading di 
pasar modal yang dilakukan oleh pengurus korporasi. 
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Merupakan bab yang memuat pembahasan terkait tentang  
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan insider trading di 
pasar modal dan implikasi hukum dalam pertanggungjawaban pidana 
korporasi atas kejahatan insider trading di pasar modal yang dilakukan 
oleh pengurus korporasi, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang 
menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh penulis. 
BAB IV: PENUTUP 
Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan 
bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang 
diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. 
